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Abstract: The development of information and communication technol ogy isfaster to give some
eastness for human life. Because of the advanced of information technology, government can
develop public servicein information technology. Thistechnology is called by e-Government. In
regional contects, by spirit of regional autonomy wich give democratized and autonomy to region,
the Government of West SumateraProvince a so try to devel ope e-Government as one of the effort
toimproving public service quality. Approachment or metode used is qualitative with descriptive
type. The process of submiting data done by using interview and documentation done in some
instantion in environment of the Government of West Sumatera Province. Thetechnic of informan
choosing used is purposive sampling. Data is analyzed by using etic and emic analyze. The
research result show that the strategy of Government of West Sumatera Provincein developing e-
Government as one of effort of improving public service quality by earlier analyzing the environ-
ment of organization strategic. Thestrategy is. 1) Comparative Advantage Strategy; (a) Releasing
product of regiona law as law background of e-Government development, (b) Pointing Public
Relationship Bureau as work unit manufacturer of e-Government development, 2) Investment/
Divestment Strategy; (a) Adding anumber of employee program and giving guidance and training
toimprove employee quality, (b) Pointing some employeesto manufacture e-Government on each
SKPD, (c) Selecting unurgent programs and plan optimalized, 3) Mobilization Strategy; (a) Build-
ing strong system, and 4) Damage Control Strategy; (a) Cooperating with involved institutionin
central.
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Pada dasawarsa 1990an berkat kecanggihan
teknologi informasi, dengan bantuan internet
pemerintah dapat memberikan pelayanan publik
secara on-line. Teknologi ini disebut dengan
electronic government (e-Government). Di
Indonesiae-Government berkembang secaraaami
sgjak sebelum tahun 2003. Pemerintah mulai
menyadari perlunyapengembangan e-Government
di seluruhjgjaran pemerintahan, makapadatahun
2003 dikeluarkanlah Inpres No. 3 Tahun 2003
mengenai pengembangan e-Government di
Indonesia(Susartono, 2006: 2). Dengan keluarnya
inpres tersebut maka secara yuridis-formal e-
Government memiliki landasan yang kuat untuk
diimplementasikan pada setiap pemerintah daerah
di Indonesia

Pardel denganitu, melalui otonomi daerah
yang telah berjalan pascatumbangnyaOrde Baru,
penerapan e-Government semakin menemukan
momentumnya. Gerakan reformasi 1998 telah
membawa berbagai perubahan dalam
ketatanegaraan Indonesia. Berakhirnyakekuasaan
OrdeBaru yang monolitik-sentraistik memberikan
harapan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan
yang demokratis, desentralistik dan berkeadilan.
Belgjar dari berbagai kelemahan dari pemerintahan
terpusat (centered government), makatidak ada
jalanlain kecuali memberikan kebebasan kepada
daerah untuk mengurusurusannyasendiri, dalam
bentuk otonomi daerah. Sebagai tindak lanjut dari
kebijakan tersebut maka padamasa pemerintahan
trands (Habibie) dikel uarkanlah Undang-undang
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No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
yang kemudian padapemerintahan Megawdi direvig
menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Otonomi daerah merupakan sistem yang
memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan
mengoptimalisas potens terbaik yang dimilikinya
dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai
dengan karakteristik ekonomi, geografisdan sosia
budayanya. Dengan diberikannyakewenanganyang
sangat besar kepadadaerah, daerah memiliki legiti-
masi dalam menyel enggarakan pelayanan publik
(public service), sehingga pemerintah daerah dapat
memberikan pelayanan yang sesua dengan aspiras
dan kebutuhan masyarakat penggunajasa.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan
prakarsa, inigatif dan potens yang dimilikinyaddam
memberikan pelayanan publik yang efektif, efisen,
transparan, responsif, akuntabel dan nonpartisan.
Setigp daerah diberikan kel €l uasaan ddam mengem-
bangkan pelayanan publik di daerahnya. Berbagal
upayadapat dilakukan untuk meningkatkan kuaitas
pelayanan publik di daerah. Salah satu upayayang
dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pela
yanan publik berbasis teknologi informasi atau
jaringan yang berbasis teknologi internet yang
digunakan pemerintah yang |ebih populer dengan
sebutan e-Government (Ely Sufianti, 2007 : 356).

Aplikasi e-Government di semualapisan
pemerintahan pada hakikatnya adal ah sal ah satu
saranauntuk menciptakan tatakel olapemerintahan
yang baik (good governance). Kehadiran e-
Government dalam sstemtatapemerintahan dadam
berbagai tingkat pada dasarnyaadalah solusi bagi
masalah-masalah pemerintahan seperti adanya
kelambanan dalam pelayanan publik, kualitas
kebijakan yang buruk, mangjemeninformas yang
hanyabersifat vertikal, Korups, Kolus dan Nepo-
tisme (KKN) yang tinggi akibat lemahnya
pengawasan, dan rendahnya investasi dari luar
karenatidak tersedianyadata dan informasi me-
ngenal potens daerah (Junaidi, 2005: 59-60).

Di Pemerintah Provins Sumatera Barat
penerapan e-Government merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari misi yang diusung oleh
Gamawan Fauzi-Marlis Rahman ketika berkam-
panyedaam pemilihan Gubernur dan Wakil Guber-
nur Sumatera Barat pada tahun 2005. Misi yang
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diusung padasaat itu adal ah tujuh agenda pemba-
ngunan SumateraBarat. Untuk mengakomodir tujuh
agendapembangunan tersebut, makasetelahterpilih
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat, padatahun 2005 Gamawan Fauzi langsung
mengel uarkan Peraturan Gubernur No. 74 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Sumatera Barat 2006-2010.
Pada tahun 2007, peraturan gubernur tersebut
direvis menjadi Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah
Proving SumateraBarat 2006-2010.

Berkaitan denganitu, penerapane-Govern-
ment di Pemerintah Proving SumateraBarat sgdan
dengan Rencana Pembangunan JangkaMenengah
(RPIM) Provinsi Sumatera Barat 2006-2010.
Senada dengan pendapat tersebut, Yulfian (2007:
4) mengungkapkan bahwa, dalam RPIM tersebut
padaagendaketiga, dinyatakan untuk menyeleng-
garakan pemerintahan yang baik dan bersih,
diwujudkan dengan arah kebijakan meningkatkan
sistem informasi dan komunikasi pembangunan
daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknol ogi
informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik,
merupakan salah satu prioritas pembangunan
Proving SumateraBarat ddam agendamembangun
pemerintah yang baik dan bersih (good governance
dan clean government). Untuk mencapal agenda
tersebut, dalam Peraturan Daerah Proving Sumatera
Barat No. 4 Tahun 2007 direncanakantujuhkegia-
tan pokok. Sdah satu diantaranyaada ah optimdisad
pemanfaatan teknologi informas dan komunikas
ddam pelayanan publik.

Daam rangka pengembangan e-Govern-
ment Pemerintah Provins Sumatera Barat ada
strategi tertentu yang harus diterapkan oleh Peme-
rintah Provinsi Sumatera Barat agar tujuan dapat
tercapal dengan efektif dan efisien. Strategi dalam
pandangan Tangkilisan (2006: 252) merupakan
terminologi yang digunakan secaraluasoleh orga-
nisas |aba(profit oriented), yang kemudian dalam
perkembangannya, digunakan pulaoleh organisas
nirlabaatau organisas publik (nonprofit oriented),
baik di sektor pemerintahan maupun oleh kalangan
organisasi volunter (NGO), karena NGO dapat
menjadi mediator antarapemerintah dan masyarakat
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(Hasmiati, 2008 :837). Oleh karenaitu Strategi dapat
menentukan tujuan jangkapanjang dan program aks
yang akan dicapai dengan memperhitungkan faktor
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari
pengaruh lingkungan eksternal organisasi (Hadi
Sutrisno, 2008 : 25-26). Jadi faktor lingkungan
organisas dapat mempengaruhi strategi organisasi
dalam pengembangan e-Goverment. Dari uraian
diatas makapermasa ahan pemelitian ada ah bagai-
manastrategi Pemerintah SumateraBarat dalam
pengembangan E-Goverment dalam upayapening-
katan kuditaspelayanan publik. Sehubungan dengan
itu makatujuan pendlitian adalah untuk mengetahui
dan menganalisis strategi Pemerintah Propinsi
SumateraBarat daam pengembangan E-Goverment
dalam upayapeningkatan kuaitaskebijakan publik.
Analisis lingkungan strategis (strategic
environment analysis) disebut jugadengan analisis
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities
dan Threats). Analiss SWOT adaahidentifikasi
berbagai faktor secaras tematisuntuk merumuskan
drategi organisas. Andigsini didasarkan padalogika
yang dapat memaks malkan kekuatan (strenght) dan
peluang (opportunity), namun secara bersamaan
dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan
ancaman (threat) (Rangkuti, 2008: 18-19). Tujuan
andigslingkungan drategisini, menurut Tangkilisan
(2006: 258) adalah untuk mengetahui pengaruh-
pengaruhkund sertapemilinendrategi gpayang sesua
dengantantanganyang dihadap dehorganiss.
Menurut Gaspersz (2004: 20-22) kerangka
kerjaandigslingkungan srategisterdiri dari penilaian
interna dan eksternd bahkanlingkunganinterna dan
lingkungan eksternal satu samalain saling terkait
(Ahmad Ramzy, 2006 : 388). Penilaian internal
disebut jugasebagai situation inventory. Tujuannya
addah untuk mengidentifikad kekuatan dankdema:
han organisas, mengevauas kapasitasatau kemam-
puan untuk menghadapi isu-isu, masalah-masalah
dan kesempatan-kesempatan (opportunities).
Setelah md akukan andlisi skekuatan dan kelemahan
organisad, langkah sdanjutnyaada ah mengidentifi-
kas peluang dan ancaman yang dihadapi. Penilaian
ekgernd atau disshut jugadenganenvironmental scan,
dgunekenuniuk mengidentifikes kesampatandenancamen
yangadaddamlingkunganyang sskarang danantisipes
perubehan-perubahanlingkungand mesamendatang.
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Salah satu model analisis SWOT yang
banyak digunakan adalah modd yang diperkendkan
olehKearns(lihat tabel 1). Mode Kearnsberbentuk
diagram yang menampilkan matriks enam kotak,
duayang paling atas adal ah kotak faktor eksternal
yang terdiri dari opportunities danthreats. Sedang-
kan dua kotak sebelah kiri adalah kotak faktor
interna yang terdiri dari strenghts dan weaknesses.
Empat kotak yang lainnya merupakan isu-isu
stratejik yang timbul sebagai hasil kontak antara
faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal.
Keempat isu strategjik itu adalah comparative
advantage, mobilization, investment/divesment
dan damage control (Salusu, 2005: 356).

Tabel 1. Model AnalisisSWOT Versi Kearns

Faktor Opportunities Threats
Ekstemal
Faktor
Intemal
Strenghts Camparative Advantage Mobilization
Wedlinesses Ivestment/ Divestment Demage Control

Sumber: Salusu (2005: 357)

METODE

Pendlitianini dilakukan padabulan Oktober
hingga Desember 2008 dengan menggunakan pen-
dekatan kualitatif dengan tipe pendlitian deskriptif.
Penditiankuditatif adalah pendlitianyang bermaksud
untuk memahami fenomenatentang gpayang didami
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, perseps,
motivad, tindakan danlain-lain, secaraholistik dan
dengan caradeskrips dalam bentuk kata-katadan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah
dan dengan memanfaetkan berbaga metodeaamiah.

Daam penditianini teknik pemilihaninfor-
man yang dipaka ada ahteknik purposive sampling.
Teknik purposive sampling adalah teknik pengam-
bilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu. Teknik ini dipaka karenaorang yang diambil
sebagal informan adaah orang yang lebihmengetahui
tentang apayang diharapkan oleh pendliti. Artinya,
orang-orang yang dipilih sebagai informan dalam
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penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat
langsung dan mengetahui strategi pengembangane-
Government di Pemerintah Proving SumateraBardt.
Berkaitan dengan penelitianini, informan
yang akan dijadikan sampel dalam penelitianini
dapat diuraikan padatabel 2 sebagal berikuit:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

Mo Jabatan
1 Gubertir Sunaters Barat

Natna
H Gamawan Fauz, 5 H, MM

2 Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hulum
Setda Proving Sumatera Barat

3 Kepala Bagian Telematika Eleldrondk Froving
Sumatera Barat

4  Kepala Bidang  Statistik dan Pengelolaan
Pembangunan Bappeda Provins Sumatera Barat

5 [Kepala Sub Bidang Anggaran Kesgjahieraan
Sostal Budaya Dinas Pengelolaan K euangan

Tulitar, 3H.
Hendi Vulfian, 5H, M3
Ir. Vulfia Masrida

Subendd, S Kom, M.3c.

Daesah

i Wakil Ketua Komisi [ DPRED Proving Sumatera H. Rasmi Soekd
Barat

7. Anggta Panitia Anggarsn DPRD Prowins Drs. Marhad Efendi, M3
Surratera Barat

8 [Kepala 3Sub DBagian Pirmnti Keras Bagian Indra Sukmra, 3 Kom
Telematika Eleldronik Proving SutrateraBarat
9 Kepala Sub Bagian Jaringan Informas Bagian

Teletnatika Flebtronik Proving Sutratera Barat

Destra Triartran, 5. Korm

Daam prosespenelitianini datadiperoleh
dengan menggunakan teknik wawancara dan
dokumentasi. Wawancara (interview) dapat
dipandang sebagal metode pengumpulan data
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denganjdantanyajawab sepihak, yang dikerjakan
dengan sistematis dan berlandaskan kepadatujuan
penditian. Bentuk wawancarayang dilakukanddam
penelitian ini adal ah dengan wawancara semiter-
struktur (indept interview). Jenis wawancaraini
dalam pe aksanaannyalebih bebashiladibandingkan
dengan wawancaraterstruktur.

Datayang telah didapatkan dari informan
akandianalissdengan menggunakan andisisetik dan
andigsemik. Andigsetik add ah menginterpretagkan
databerdasarkan pemahaman dan pengetahuan teo-
ritisyang dimiliki oleh pendliti. Sedangkan analisis
emik addah interpretas databerdasarkan pendapat
yang diberikan olehinforman penditian. Keduaana-
lisstersebut tidak hanyadapat ditafsirkan menurut
metode, teknik dan pandangan pendliti sendiri, tetapi
jugadisertai dengan literatur yang ada. Sdanjutnya,
Oari andigsetik denemikin diskhin denganmembuet et
penjdasantentangpamesdahenpenditian.

HASIL

Dari pendlitian yang telah dilakukan diketa-
hui bahwa e-Government Pemerintah Provins
SumateraBarat terdiri dari:

1. Portal http:/Amwwvsumbarprov.go.id, dikelolaoleh
Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat.
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Gambar 1. Portal Pemerintah Provins SumateraBarat
Sumber: PT Telkom SumateraBarat (2008)
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2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dikelola oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
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B Site Vap | M Kot Kari
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Gambar 2. LPSE Pemerintah Provins SumateraBarat
Sumber: Bappeda Provins SumateraBarat (2008)

3. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah  Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang K ebijakan dan
provinsi Sumatera Barat dalam mengem-  Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
bangkan e-Government. Secarategas, presiden menginstruksikan kepada

pemerintah proving, kabupaten/kotauntuk mengem-

a. Mengeluarkan beberapa produk hukum  bangkan e-Government sesuai dengan tugas dan
daerah sebagai landasan hukum pengem-  kewenangannya. Mengacu kepadainstruksi presi-
bangan e-Government den tersebut, Pemerintah Provinsi SumateraBarat

K ebijakan pengembangan e-Government  telah menindaklanjuti dengan mengel uarkan Perda

di Indonesiasaat ini masih mengacu padalnstruks  No. 4 Tahun 2007 tentang RPIM Provins Sumatera
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Barat 2006-2010. Di dalam RPJM tersebut, pada
agendaketigadinyatakan bahwauntuk mewujudkan
pemerintahan yang baik dan bersih salah satu pro-
gram yang dilakukan adal ah dengan menyeleng-
garakan pelayanan publik berbasis teknologi
informed.

Secarakhusus memang bel um ada produk
hukum daerah berupa perda yang secara khusus
mengatur pengembangan e-Government Peme-
rintah Provins SumateraBarat. Sebagal langkah
antispas terhadgp belum dirumuskannyaperdayang
mengatur tentang pengembangan e-Government,
Pemerintah Proving SumateraBarat telah menge-
luarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan
masdahini. Kebijakantersebut addah (BiroHumas
SetdaProving SumateraBarat, 2007a: v):

a) Keputusan Gubernur No. 160 Tahun 2007 ten-
tang Penetapan Kepemilikan Domain
www.sumbarprov.go.id Pemerintah Provins
SumateraBarat.

b) Keputusan Gubernur No. 59 Tahun 2008
tentang Tim Pel aksana Teknis Implementas
SIPKD dan Regiona SIKD Proving Sumatera
Barat.

¢) Instruks Gubernur No. 4 Tahun 2007 tentang
Percepatan Pembangunan dan Perluasan Infra
struktur Teknologi Informas untuk Mendukung
Program Pengembangan e-Government di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
SumateraBarat.

d) Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2007 tentang
Penamaan SitusWeb SKPD Menggunakan Sub
Domain di Depan NamaDomain Pemerintah
Proving SumateraBarat.

€) Surat Gubernur No. 2289 Tahun 2006 tentang
Pengembangan e-Government Pemerintah
Proving SumateraBarat.

b. Menunjuk Biro Humas sebagai unit kerja
pengelola program pengembangan e-
Government

Untuk menyel enggarakan pengembangane-

Government Pemerintah Provins SumateraBarat,

perlu dibentuk sebuah unit organisas yang bertugas

mengel olaitu. Secarakhusus, memang belum ada
sebuah unit kerjayang otonom yang diberikan tugas
pokok danfungs (tupoks) untuk mengembangkan
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e-Government di Pemerintah Provins Sumatera
Barat. Namun, Pemerintah Proving SumateraBarat,
sesua dengan Ingtruks Gubernur No. 4 Tahun 2007
dan Surat Gubernur No. 2289 Tahun 2006 telah
menunjuk Biro Humas sebagal unit kerjapengelola
program pengembangan e-Government di ling-
kungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
sehingga setiap SKPD harus mengkoordinasikan
pengembangan e-Government dengan Biro Humas
selaku unit organisas pengel olaprogram pengem-
bangan e-Government Pemerintah Proving Suma-
teraBarat. Dengan adanyaunit kerjayang bertugas
mengelola e-Government Pemerintah Provins
Sumatera Barat dapat menyusun perencanaan
strategis pengembangan e-Government.

c. Menambah jumlah pegawai dan
memberikan bimbingan dan pelatihan
untuk meningkatkan kualitas pegawai

Salah satu kelemahan Pemerintah Proving

SumateraBarat dalam mengembangkan e-Govern-

ment adalah minimnya pegawai yang memiliki

keahlianteknologi informasi, baik secarakuantitas
maupun kualitas. Untuk itu, perlu diambil suatu
kebijakan untuk mengatas permasal ahan tersebut.

Strategi yang diambil adalah dengan menambah

jumlah pegawai dan memberikan bimbingan dan

pelatihan kepada pegawal untuk meningkatkan
kualitasmereka.

Tabel 3. RencanaPengangkatan Pegawai dalam Bidang TIK
di Pemerintah Proving SumateraBarat untuk Formas CPNS

Tahun 2008

No Bidang  Spestalisast  Strsta  Jumbh Penempatan
1 TIE  ImoEompute & lomng  Masingmasing 3KPD
2 TE  ImKompute 3 Zorang  Bagian Telematia
3 OTIE Mamjemen Ds  3orang Bagian Telematica
Informatika

Sumber; Sekretariat Daerah Proving SumateraBarat (2007)

Dari segi kuantitas(jumlah), jelasdiperlukan
penambahan jumlah personel agar kebutuhan
pegawai terpenuhi. Secarabertahap setiap tahun
Pemerintah Proving SumateraBarat akan memprio-
ritaskan sarjanayang memiliki basiskellmuandaam
bidang Teknologi Informas dan Komunikas (TIK)
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untuk diangkat dalam rekrutmen Cal on Pegawai
Negeri Sipil (CPNS). Untuk Formas CPNStahun
2008, seperti yang dapat dilihat padatabel 4 di atas,
Pemerintah Provind SumateraBarat akan mengang-
kat 1 orang SarjanallmuKomputer yang akan ditem-
patkan padamasing-masing SKPD. Sementaraitu,
untuk Bagian Telematika akan direkrut 2 orang
sarjanadengan spesialisasi ilmu komputer dan 3
orang ahli madyadalam bidang mangjemeninfor-
matika. Kebijakan ini diambil agar setiap SKPD
memiliki pegava yangmemiliki keehlintekndogi infomnes.

Untuk perbaikan kualitas pegawai, peme-
rintah Provins SumateraBarat memberikan bim-
bingan dan pelatihan kepada pegawal yang ada
untuk meningkatkan kecakapan merekadi bidang
teknologi informad . Bimbingan dan pelaihan diberi-
kan ataskerjasamadenganingtand lainyang terkait.

Tabel 4. Daftar Pegawai Bappeda Provinsi SumateraBarat
yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan Training for

Trainer dari Bappenas Pada Tahun 2008

No  Kelompok Tahap 1 Tshap 2 Tahap 3
Pengelola LPSE  (Jaars-April) (Met-Agustus) (September-Desernber)

Help Desk 5 orang 3 orang

Veriflkator 4 orang 3orang

Admin 3 orang 1 orang

Traiver 3orang 3 orang 3 orang
Jumizh Worang"  150rng* 10 orang™

Total (Jumlah Tahap 1+ Tahap 2 + Tahap 3) =39 oremg

4 orag
4 orang
3orang

o led 3 —

Sumber: DataHasil Wawancaradengan Ir. YulfiaNasrida

(13 November 2008)

Keterangan:

* = Pegawai Pergi Bimbingan ke Bappenas

** = Bappenas datang ke Bappeda Provinsi SumateraBarat
untuk melatih

Selamatahun 2008 sudah banyak pegawai
Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang menda-
patkan bimbingan dan pel atihan L PSE dari Badan
Perencanaan Pembangunan Nasiona (Bappenas).
Seperti yang terlihat padatabel 5, pegawal Bappeda
yang telah mendapatkan bimbingan dan pelatihan
aplikasi LPSE secara keseluruhan berjumlah 39
orang. Pelaihan dilakukan dalam 3tahap yang terdiri
dari, tahap 1 terhitung dari bulan Januari sampai bulan
April diikuti oleh 14 orang pegawai, tahap 2 dari
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bulan Me sampal Agustusdiikuti oleh 15 orang, dan
terakhir tahap 3 yang berlangsung pada bulan
September hinggabulan Desember diikuti oleh 10
orang pegawai.

Sdamakurunwaktu 2007 dan 2008, Bagian
Telematika Elektronik telah mengirim 6 orang
pegawal nyauntuk mengikuti bimbinganteknisbidang
teknologi informasi dan komunikasi ke isntansi
terkait. Padatahun 2007, 4 orang pegawal dikirim
untuk mengikuti bimbingan teknisdi Departemen
DaamNegeri. Sedangkan Ssanya2 oranglagi, pada
tahun 2008 dikirim untuk mengikuti bimbinganteknis
ke Inixindo Jakarta, sebuah konsultan swastayang
bergerak di bidang teknologi informasi dan
komunikas (lihat tabel 6).

Tabel 5. Pegawai Bagian Telematika yang Mengikuti
Bimbingan Teknis SelamaTahun 2007 dan 2008

No. Marma Pegawal Tempat dan Waktu Bimbingan
Depdagri2007  Inixindo Jabkarta/2008
1 Hendi Yulfian, 3 H, M 31 i -
2 Indra 3ukma, 3 Kom T
3 Destra Triartnan, 5 Kom T ¥
4 Tusta Noverison, 3. Eom v y

Sumber: Data Hasil Wawancara dengan Destra Triarman
S.Kom padatanggal 13 November 2008

Keterangan:

v =Mengikuti bimbingan

- = Tidak mengikuti bimbingan

d. Menunjuk beberapa orang pegawai untuk
mengelola e-Government pada masing-
masing SKPD

Pemerintah Provins SumateraBarat akan
menunjuk beberapaorang pegawai yang bertugas
mengurusteknologi informas (e-Government) di
measing-masing SKPD, karenaPemerintah Proving
SumateraBarat masih belummemiliki pegawai yang
secarakhusus menangani teknologi informasi di
masing-masing SKPD. Artinya, secarakhususakan
dibentuk suatu gugu tugasyang mengelolae-Govern-
ment, minimal pegawai tersebut diangkat sebagai
pejabat setingkat eselon V.

Untuk merealisasikan rencana tersebut
diperlukanrevis atasSOTK yangtelahada. SOTK
Pemerintah Provins SumateraBarat saat ini yang
mengacu pada Perda No. 2, 3 dan 4 Tahun 2008
tidak mengatur mengenai hal itu. Perubahanini akan
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dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan
kondis keuangan daerah.

e. Menyeleksi program-program yang belum
mendesak dan optimalisasi anggaran

Program pengembangan e-Government
Pemerintah Proving SumateraBarat membutuhkan
danayang sangat besar. Di Biro Humas sgjadiper-
lukan dana sebesar Rp40.050.000 (empat puluh
juta lima puluh ribu rupiah) untuk semua sub
kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan
e-Government (tabel 6). Dana yang sebesar itu
hanyauntuk Biro Humeas, selaku unit kerjayangtdah
ditunjuk untuk melaksanakan program pengem-
bangan e-Government. Sedangkan dana yang
tersediasangat terbatas.

Untuk mengatas minimnyadanayang ter-
sedia dalam program pengembangan e-Govern-
ment Pemerintah Proving SumateraBardt, strategi
yang diambil oleh Pemerintah Provins Sumatera
Barat adalah dengan menyeleks program-program
pemerintah daerah yang belum mendesak dan
mengoptima kan anggaranyang tersedia.
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f. Membangun sistem yang kuat

Perkembangan teknologi informasi dan
komunikas memberikan berbagai fasilitasdalam
menunjang Sstem yang tersediauntuk disempurna:
kan dan diperkuat. Pemerintah Provins Sumatera
Barat dapat mengikuti trend positif dalam mem-
bangun s stem tersebut. Sistem yang kuat dibutuhkan
untuk melindungi program dan data base dari
serangan parahickers yang akan membobol setiap
bagian atau sub sistem e-Government.

g. Berkoordinasi dengan instansi terkait di
pusat

Daam rangka pengembangan e-Govern-
ment, Pemerintah Proving SumateraBarat berkoor-
dinas denganinstans terkait di pusat. Pemerintah
daerah akan membangun ssteminformas layanan
publik berbasisteknologi informas untuk menjalin
kerjasama dan berkoordinas dengan lembaga-
lembaganasiona daninternasond.

Koordinasi dengan pemerintah pusat
adalah strategi yang dilakukan untuk mem-
perkuat kapasitas Pemerintah Provinsi

Tabel 6. Anggaran yang Dibutuhkan oleh Biro Humas untuk Program Pengembangan e-Government Tahun 2008

JULIL AH

HARG &

TR ATAT

ST AN

AT &0 JULILAH

1 2

3 4

BELAMN.JA L ATNG SUMNG

BELANJA PEGAYWAT

Belanja Kursus, Pelatdhan,

Sosialisasi dan Bimhingan Teknis

Pegawai

Belarga Ehrsus-karsuas Singkoat S

Pelatihaty
Biaya Pelatihan Ml anejerial Telo
Informasi
Biaya Felatihan Telois dan Mo Tektds B
Penguaasaan Teknologi Informas

Belarqa Bimbdinngan T elod 8 om

Tektis
ol IV 1
Gol 111

BELAN.JA BARAMNG DAY JASA

Belanja Perjalanan Dinas

EBelayga Perjalatan Dinas Luar Daerah

Belaga Pejalatan Dinas Luar Dasrah

FPelatiban atnajerial Pengel olaan Sistem

Infotmasi
GolIV (1l orgx 2k x 1 KD =
TiketPesawat Padang Jakarta

FPelatihan Penygniasaan T eknol ogl Informoasi
Gollll{dorzgx 2 rx 1 kD 2

Tiket Pesawat Padang Jaksarta 4

oF
OF

OH

40,050,000
26 350,000
26,250,000

20,500,000

4,500,000 4,500,000

A4.000,000 1a,000,000

3,250,000

1,250,000
1,150,000

1,250,000
A 600,000
13,700,000
13,700,000
132,700,000

450,000
1,220,000

LO00.000
1,220,000

400,000 3,200,000

1,920,000 7,620,000

JUMLAH BELAM™MIA LAMNGSTUNG = Rp40,050,000

Sumber: Biro Humas SetdaProvinsi SumateraBarat (2007b)
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Sumatera Barat dalam mengembangkan e-
Government.

PEMBAHASAN
1. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis (SWOT
analysis) digunakan untuk menilai (assesement)
lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan
lingkungan eksternal (pel uang dan ancaman) yang
dimiliki oleh Pemerintah Provins SumateraBarat
dalam mengembangkan e-Government. Analisis
lingkungan strategisdilakukan dengan mengandisis
seluruh datayang didapatkan di lapangan, baik data
has| wawancaramaupun datadokumentas. Tujuan
dari anaisislingkungan strategisini adal ah untuk
menemukan strategi Pemerintah Proving Sumatera
Barat daam mengembangkan e-Government.

Andigslingkungan grategis, digunakanjuga
oleh Yudiatmga(2007: 36-40) dan Yulfian (2007:
12-14) dalam menganalisis strategi pemerintah
Proving SumateraBarat daam mengembangkan e-
Government. Perbedaannya terletak pada objek
penelitiannya. Yudiatmajalebih melihat Sumatera
Barat secara makro, termasuk Kabupaten/Kota
yangadadi SumateraBarat, sedangkan Yulfianlebih
memfokuskan padastrategi Bagian TdematikaBiro
Humas Setda Provinsi Sumatera Barat dalam
mengembangkan e-Government.

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal (internal
environment analysis) terdiri dari kekuatan
(strenghts) dan kelemahan (weaknesses) yang
dimiliki oleh Pemerintah Provins SumateraBarat
dalam mengembangkan e-Government. Berdasar-
kan temuan data di lapangan, diketahui bahwa
kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provins
SumateraBarat adalah; (1) Dukungan yang besar
dari gubernur dan pimpinan SKPD, (2) Tersedianya
portd http://mww.sumbarprov.go.id, dan (3) Kerja
samayang dilakukan dengan PT Telkom. Sedang-
kan kelemahan Pemerintah Proving SumateraBarat
adalah; (1) Secarakualitas dan kuantitas sumber
dayamanusiabelum mencukupi, (2) Belum adaunit
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kerjatersendiri yang otonom untuk mengelolae-
Government, (3) Minimnyaanggaran untuk pro-
gram pengembangan e-Government, dan (4) Belum
semua SK PD terhubung dengan jaringan intranet
Pemerintah Proving SumateraBarat.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Dalam andisislingkungan eksternal akan
dilihat bagaimana peluang (opportunities) dan
ancaman (threats) yang dihadapi oleh Pemerintah
Provind SumateraBarat daam mengembangkan e-
Government. Andidsterhadap lingkungan eksterna
dilakukan karenalingkungan luar sangat berpenga-
ruh terhadap organisasi. Dari temuan datadi |apa-
ngan, pel uang Pemerintah Proving SumateraBarat
daam mengembangkan e-Government adalah; (1)
Otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi
daerah untuk mengelola urusannya sendiri, (2)
Perkembangan teknologi informasi yang semakin
cepat, dan (3) Bantuan yang diberikan oleh
pemerintah pusat. Sedangkan yang menjadi anca-
man dalam pengembangan e-Government oleh
Pemerintah Proving SumateraBarat yaitu program
dan data base dapat dibobol oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggung-jawab (hicker).

Tabel 7. Ringkasan Andlisis Lingkungan Strategis Pemerintah
Proving SumateraBarat ddlam Mengembangkane-Government

Analisis Linglamgan Interal Analisis Limgmngan Elsternial

Kelmtan (Sirenghts): Peluang (Pgprortunides):
v Dulungan perwh dari gubernor dan »  Otonomt daerah membertkan
pirnpinan s FD terhadap irplementas keeleluasaan bag Pemerintah Proving
e-Government untuk mengembangkan e-Government
v Tersedianya portal v+ Perlernbangan telmologi informag wog

futty o sumbarprov go.id sehagat
media infarmast publik '

semalan cepat
Bantuan yang diberilan oleh pemenntah

v Herpaar wng dlakukan dengan PT pusat
Telkom
Kelemahan (eaknesses): Ancaruan (Threats):
s Secara kualitas dan uantitas s Sistern dan deter hase dapat dibobol oleh
SDM belum menculoupt pihak-pihak yang tidak bettangoung-

»  Belum ada it kerja tersendinl yang Jawah (hickers)
oonora untulk mengelola e-Government

v Minimnya anggaran yang tersedia dalam
pengembangan e-Governrent

v Belurn semua SKPD terkonekst dengan
jatingan intranet Pemerintah Provinsi

Surmatera Barat

Sumber: Datadiolah Desember 2008
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2. Analisis SWOT Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-
Government

Setelah memetakan andisislingkungan stra-
tegis(kekuatan, kel emahan, peluang dan ancaman)
yang dihadapi oleh Pemerintah Provins Sumatera
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Dari analisisSWOT tabel 8 terhadap
lingkunganinternd dan eksternd organisag, terdapat
4jenisstrategi Pemerintah Proving SumateraBarat
dalam mengembangkan e-Government. Strategi
tersebut digunakan untuk menghadapi empat isu-isu
stratgjik yang sedang dihadapi. Strategi itu ada ah,
(1) Strategi comparative advantage, (2) Strategi
investment/divestment, (3) Strategi mobilization,

Barat dalam mengembangkan e-Government,

Tabel 8. Analisis SWOT Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam M engembangkan e-Government

FPeluang (Orpportunities):

Ancarnan ( Fhrects):

Falct or =  Ctonomd daerah memberilan s  Sistern dan date base dapat
Elrstemal keleluasaan bagi Pernerintah dibobol oleh pihals-pihals
Prowrinsi Surnatera Barat untuls sratig tidal: bertangmug -
mengembangloan e -Government jawmah
Faltor = Perktembangan tekmologi
Internal informasi vang semalsin cepat
= Dulangan dan bantuan smang
diberilan oleh pemerintah pusat
K eloaatan (Strenghts): Strategl Comparative Advoeitase Strategl Adfobilization:

= Dultungan penuh dan
cuberny dan pitnpinan
SKPD terhadap
iropletnentas e-
CGovernrent

& Tersedianya portal
hittp: Afararer. sirnbarrpe ov. g
0.1d zebagai media
informasi publik

= HKerjasatna swang
dilalktulan dengan PT
Tellzotn

» TDiengeluarlcan beb erapa produlc
huloumn daerah sebagai landasan
huloum pengernbangan

2-Govarnrient

s TDdenunjuls Biro Humas sebagai
unit kerja pengelola progratn
pengetnbangan
2-Fover et

s Diembangun sistermn yang loaat

K elemmahan (Fealmesses

& Secara lualitas dan
luantitas SV belum
et culoapi

» PBelum ada unit kerja
tersendinl yan s mengelola
@ - Fonrarrrant

=  DMlinitmnya atiggatran yang
tersedia dalatn
pengetnbangan e-
o a@r rrent

= DBelumn setoua SEKPD
terkonelzsi dengan
jaringan intranet
Permerintal Prowins
Surmatera Barat

Strategi fve stmerty Divestment:

& DMlenambahb jutnlah pegavwad dan
mernberilcan bimbingan dan
p elatihan untul rmenin gloatlcan
kualitas pegawai

&  Dlenunjuls beberapa oratng
pegawal untuls mengelola e-
Sowgrnent pada rmasing-
masing SKPD

= DMlenwelels program-progratn
srat g belurm mendesals dan
optimalisasi anggaran

Strategi Dorrnage Clontral:

= Berkoordinasi dengan
instansi terlsait di pusat

Sumber: Datadiolah Desember 2008

diperoleh bagaimanastrategi Pemerintah Proving
Sumatera Barat. Berdasarkan analisis terhadap
temuan datadi | gpangan ditemukan beberapadrategi
Pemerintah Provind SumateraBarat ddam mengem-
bangkan e-Government. Strategi ini ditemukan
setel ah mel akukan analisis dengan menggunakan
anaissSWOT vers Kearns.

dan (4) Strategi damage control.

Metode seperti ini samaseperti yang dilaku-
kan oleh Susartono (2006: 2-5) yang melihat bagai-
manaimplementasi e-Government di Indonesia.
Namun, perbedaannya, Susartonotidak mengguna-
kanandissSWOT dadam mengandissimplementas
e-Government di Indonesia.
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SIMPULAN

Dari hasil penelitianini dapat dismpulkan
bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah
Proving SumateraBarat daam mengembangkan e-
Government adalah dengan: a).Mengeluarkan
beberapa produk hukum daerah sebagai landasan
hukum pengembangan e-Government. b).
Menunjuk Biro Humas sebagai unit kerjapengelola
program pengembangan e-Government. c).
Menambah jumlah pegawal dan memberikan
bimbingan dan pd atihan untuk meningkatkankuditas
pegawai. d). Menunjuk beberapa orang pegawal
untuk mengelola e-Government pada masing-
masing SKPD, €). Menyeleks program-program
yang belum mendesak dan optimalisasi anggaran,
f). Membangun s stemyang kuat. g). Berkoordinas
denganinstang terkait di pusat

Polapelayanan publik dengan memanfaat-
kan teknologi informasi (e-Government) telah
dikembangkan oleh Pemerintah Provins Sumatera
Barat. Tujuh strategi di atas adalah upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Proving SumateraBarat
dalam mengembangkan e-Government agar kua-
litas pelayanan publik semakin meningkat. Dampak
yang dihargpkan dari pengembangan e-Government
tersebut add ah pelayanan publik dengan mengguna
kan media teknologi informasi (e-Government)
semakin memberikan kontribus yang postif.
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Informasi Melalui Website http:/
sumbarprov.go.id pada Bagian
Telematika Elektronik Biro Humas
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Barat, Kertas Kerja Perorangan (KKP)
pada Badan Pendidikan dan Latihan
Provins Sumatera Barat Diklat Pim 111
Angkatan XV1I1.





